
 

 

 
 

 
 

 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 

NOMOR 45 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DALAM SITUASI DARURAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi termasuk dalam situasi darurat, 
sehingga diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi  

Sulawesi Barat dalam pelaksanaan perlindungan anak dalam 

kondisi darurat; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak antara lain dalam situasi darurat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perlindungan Khusus Anak Dalam Situasi 

Darurat; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3143); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor … 

SALINAN 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang 

Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 98); 

  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS 

ANAK DALAM SITUASI DARURAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan gubernur ini yang di maksud dengan:  

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.  

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan otonom.  

4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam 

kandungan. 

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  

7. Sistem Perlindungan Anak adalah keseluruhan komponen perlindungan anak 
yang terdiri atas sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem 

perubahan perilaku, sistem data dan informasi, sistem peradilan dan kerangka 
hukum dan kebijakan, yang saling terkait dan bekerja secara terintegrasi untuk 

mencapai tujuan perlindungan anak. 

8. Anak  … 
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8. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang jadi pengungsi, anak korban 
kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik 

bersenjata.  

Pasal 2 

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat 
Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan upaya Perlindungan Khusus Anak 

Dalam Situasi Darurat. 

Pasal 3 

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak dalam situasi 

darurat; dan 

b. mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan 

perlindungan anak dalam situasi darurat. 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan 

perlindungan kepada anak dalam situasi darurat. 

(2) Kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan instansi 

vertikal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemerhati anak, forum anak, 

dunia usaha, media massa, dan masyarakat. 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi: 

a. pencegahan; 

b. edukasi; 

c. konseling; 

d. rehablitasi; dan 

e. pendampingan. 

BAB II 

PENCEGAHAN 

Pasal 6 

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan:  

a. mendeteksi dan memetakan daerah/lokasi yang rentan terjadi bencana; 

b. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan 

anak dalam situasi darurat; dan 

c. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang 

perlindungan anak dalam bencana. 

(2) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dalam 

Situasi Darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain 

meliputi: 

a. bencana dikaitkan dengan perlindungan anak; 

b. bahaya bencana; 

c. upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi anak dalam situasi darurat; 

dan 

d. materi … 
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d. materi lain yang diperlukan dalam perlindungan anak saat terjadi situasi 

darurat. 

(3) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c selanjunya disebarluaskan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media 

massa, lembaga yang menangani anak, dan lembaga pendidikan. 

BAB III 

EDUKASI 

Pasal 7 

(1) Edukasi tentang perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara: 

a. memberikan pemahaman kepada anak tentang situasi darurat; 

b. melakukan simulasi rutin kepada anak terkait situasi darurat; dan 

c. memberikan edukasi lainnya yang dibutuhkan. 

(2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, 

lembaga pendidikan, masyarakat dan Perangkat Daerah terkait. 

BAB IV 

KONSELING 

Pasal 8 

(1) Konseling sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada 

anak yang membutuhkan dalam situasi darurat. 

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh psikiater 

anak/tenaga profesional/dukungan psikososial. 

BAB V 

REHABILITASI 

Pasal 9 

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: 

a. rehabilitasi sosial; dan 

b. rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis. 

Pasal 10 

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukaan 

melalui tahapan : 

a. pendekatan awal; 

b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau assesment; 

c. penyusunan rencana dan pemecahan masalah; 

d. pemecahan masalah atau intervensi; 

e. resosialisasi; 

f. terminasi; dan 

g. bimbingan lanjut. 

(2) Rehabilitasi … 
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(2) Rehablitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

persuasif, motivatif, terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan. 

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik dalam 
keluarga, masyarakat, mupun dalam lembaga sosial atau tempat lain yang telah 

ditentukan sesuai kebutuhan perudang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan 
terkait dan/atau lembaga lain yang diberikan kewenangan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(2) Rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB VI 

PENDAMPINGAN 

Pasal 12 

(1) Pendampingan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan dalam 

bentuk : 

a. pendampingan hukum; dan  

b. pendampingan sosial.  

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

pada saat proses hukum mulai dari penyelidikan sampai pemeriksaan 

pengadilan. 

(3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 13 

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dalam melaksanakan perlindungan 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 11 dan Pasal 12  menyediakan:  

a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;  

b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; 

c. petugas pembimbing rohani/ibadah; 

d.  pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau 

e. tenaga bantuan hukum. 

BAB VII 

TIM KOORDINASI 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat, 

dibentuk Tim Koordinasi. 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 

unsur : 

a. Perangkat Daerah; 

b. instansi vertikal;  

c. lembaga … 
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c. lembaga pendidikan; dan 

d. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang: 

a. penanggulangan bencana daerah; 

b. perencanaan pembangunan daerah; 

c. perlindungan perempuan dan anak; 

d. kesatuan bangsa dan politik; 

e. pendidikan dan kebudayaan; 

f. komunikasi, informasi, dan statistik; 

g. kesejahteraan sosial;  

h. kesehatan; dan 

i. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

(4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Perlindungan Khusus Anak 
dalam Situasi Darurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkoordinasi 

dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana. 

BAB VIII 

RENCANA AKSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM BENCANA 

Pasal 16 

 
(1) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat meliputi program/kegiatan 

yang termuat dalam Rencaana Aksi. 

(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 

(lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan. 

(3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama 

dengan unsur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan di bidang: 

a. penanggulangan bencana daerah; 

b. perencanaan pembangunan daerah; 

c. perlindungan perempuan dan anak; 

d. kesatuan bangsa dan politik; 

e. pendidikan dan kebudayaan; 

f. pkomunikasi, informasi, dan statistik; 

g. kesejahteraan sosial;  

h. kesehatan; dan 

i. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 

(4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

BAB IX … 
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Ditetapkan di Mamuju 

pada tanggal 18 November 2022 

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

                         
   ttd   
   
 
 

AKMAL MALIK 

BAB IX 

PELAPORAN 

Pasal 17 

(1) Tim Koordinasi Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat melaporkan 

pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi 

Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk 

laporan capaian upaya perlindungan anak dalam Situasi Darurat. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur 

secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

BAB X 

PENDANAAN 

Pasal 18 

Pendanaan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perudang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR  45  

Diundangkan di Mamuju 

pada tanggal 18 November 2022   
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,               
 

 

 

 

 

           ttd 
 

 

 

 

 

MUHAMMAD IDRIS 

Salinan  Sesuai  Dengan  Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

   ttd 
 
Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc 

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b 
NIP.       : 19690820 199903 1 005 

 


